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Barriers that inhibit access to justice remain in existence, thus 

restricting the capacity of vulnerable groups to interact with the 

judicial process. The main objective of the current study is to 

examine the effects of structural barriers on legal processes, legal 

accessibility, and wider societal outcomes. Further, using an 

instrumental case study design, a total of 36 respondents with 

experiences of civil or minor crimes in five areas of Indonesia were 

chosen by maximum variation sampling. Thematic analysis 

supported by NVivo 14 was used to analyze data obtained through 

semi-structured interviews, participant observation, and document 

analysis. It also analyzed the relationships among economic, 

institutional, procedural, social, as well as technological barriers. 

All of the above were considered. It is evident from the results that 

structural barriers are present in different ways, occurring as a 

result of cumulative events rather than individual ones throughout 

the legal system. Procedural, institutional, social and technological 

barriers were reinforced by economic barriers as the initial trigger, 

leading to a cycle that disproportionately prevented certain groups 

from accessing meaningful justice. This work contributes an 

integrative analytical framework to the literature on access to justice 

by explaining the causal interaction among structural barriers. The 

outcomes highlight the need for multidimensional, context-sensitive 

legal reform to alleviate structural inequalities and promote 

equitable access to justice.  
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I. PENDAHULUAN 

Akses terhadap keadilan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum karena 

menentukan kemampuan setiap individu untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya melalui 

mekanisme hukum yang adil, setara, dan efektif. Meskipun berbagai negara telah melakukan reformasi 

hukum dan kelembagaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem peradilan, keberhasilan 

reformasi tersebut belum selalu diikuti oleh berkurangnya hambatan yang dihadapi masyarakat ketika 

menjalani proses hukum. Berbagai hambatan yang bersifat struktural, seperti ketimpangan ekonomi, 

kompleksitas prosedur, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta ketidakmerataan akses terhadap 

informasi hukum, masih membatasi kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya 

secara optimal (Syahrir et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses terhadap 

keadilan tidak lagi hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh 
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bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan membentuk peluang setiap warga negara untuk 

memperoleh perlindungan hukum yang substantif. 

Fenomena mengenai keterbatasan akses terhadap keadilan masih menjadi perhatian global karena secara 

langsung memengaruhi efektivitas sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kualitas tata 

kelola pemerintahan. Laporan dari World Justice Project (2019) yang di analisis oleh (Sandefur & 

Denne, 2022) menjelaskan bahwa kesenjangan akses terhadap layanan hukum masih terjadi di berbagai 

negara, terutama akibat tingginya biaya penyelesaian perkara, kompleksitas prosedur peradilan, serta 

rendahnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum yang memadai. Sejalan dengan 

(Alvarado-Vélez et al., 2024) dan (Kumari et al., 2025), United Nations menyatakan bahwa kelompok 

masyarakat yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan menghadapi probabilitas yang lebih 

besar untuk mengalami ketidakadilan karena keterbatasan sumber daya dalam mengakses mekanisme 

hukum formal. Di sisi lain, (Pearse et al., 2025) menunjukkan bahwa kegagalan mengatasi hambatan 

struktural dalam sistem hukum tidak hanya menurunkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga 

memperbesar ketimpangan sosial, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, serta 

menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Perkembangan kajian mengenai access to justice menunjukkan bahwa hambatan terhadap proses hukum 

tidak dapat dijelaskan hanya melalui perspektif normatif mengenai keberadaan regulasi, melainkan 

harus dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor struktural yang memengaruhi kemampuan 

masyarakat dalam menggunakan sistem hukum. Temuan oleh Cappelletti & Garth (1978) menempatkan 

akses terhadap keadilan sebagai proses menghilangkan berbagai penghalang yang membatasi 

masyarakat memperoleh perlindungan hukum (Mentovich et al., 2024) sedangkan temuan oleh Rhode 

(2003) juga menekankan bahwa ketimpangan ekonomi dan tingginya biaya layanan hukum merupakan 

faktor dominan yang memperlebar kesenjangan akses (Pedersen & Johannsen, 2023). Perspektif 

tersebut kemudian dikembangkan oleh temuan Sandefur (2019) yang menunjukkan bahwa kompleksitas 

prosedur hukum, rendahnya literasi hukum, serta ketimpangan distribusi sumber daya hukum sering kali 

menjadi hambatan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik penyelesaian perkara 

(Taylor, 2025). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada identifikasi 

faktor-faktor penghambat secara individual sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana berbagai 

hambatan struktural tersebut saling berinteraksi sepanjang proses hukum dan secara kolektif membentuk 

ketimpangan akses terhadap keadilan yang dialami masyarakat (Yimer et al., 2025) dan (Shami, 2022). 

Sejumlah penelitian selanjutnya memperluas pembahasan mengenai akses terhadap keadilan dengan 

menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai faktor yang menentukan efektivitas proses hukum. 

Penelitian oleh (Somuano & Takahashi, 2025) berpendapat bahwa legitimasi lembaga peradilan sangat 

dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan prosedural, sedangkan (Sihombing et al., 2024) 

dan (Mandjo & Sarson, 2021) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya institusional dan distribusi 

bantuan hukum menyebabkan kelompok rentan memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh 
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perlindungan hukum yang setara. Sementara itu, (Moraes et al., 2024) dan (Filho et al., 2024) 

menekankan bahwa efektivitas sistem hukum juga dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam 

menerjemahkan norma hukum ke dalam konteks sosial yang beragam sehingga penerapan hukum tidak 

bersifat eksklusif. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan kapasitas 

kelembagaan sebagai variabel yang berdiri sendiri tanpa menjelaskan bagaimana faktor tersebut 

berinteraksi dengan hambatan ekonomi, sosial, dan prosedural dalam setiap tahapan proses hukum. 

Perkembangan transformasi digital dalam sektor hukum kemudian memunculkan perspektif baru yang 

menganggap pemanfaatan teknologi sebagai solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap 

layanan hukum. Studi oleh (Djuraev et al., 2025) dan (Bhatt et al., 2024) menjelaskan bahwa digitalisasi 

peradilan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat penyelesaian perkara, dan 

memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses institusi 

peradilan. Namun, (Djatmiko et al., 2025) dan (Singun, 2025) mengingatkan bahwa keberhasilan 

digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, pemerataan infrastruktur, serta tingkat 

literasi digital masyarakat sehingga inovasi teknologi tidak secara otomatis menghilangkan hambatan 

struktural yang telah ada. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital masih 

lebih banyak diposisikan sebagai instrumen administratif dibandingkan sebagai bagian dari dinamika 

struktural yang memengaruhi akses terhadap keadilan. Pandangan ini belum cukup untuk menjelaskan 

secara memadai bagaimana digitalisasi berinteraksi dengan hambatan ekonomi, kelembagaan, 

prosedural, dan sosial dalam setiap tahapan proses hukum serta bagaimana interaksi tersebut secara 

kolektif memengaruhi akses terhadap keadilan dan menghasilkan dampak sosial yang lebih luas. 

Selain menyoroti dimensi kelembagaan dan teknologi, penelitian lain lebih banyak memusatkan 

perhatian pada pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap kemampuan masyarakat dalam 

memanfaatkan mekanisme hukum formal. Penelitian oleh (Chaara et al., 2022; Hariram et al., 2023) dan 

(Zafar, 2024) menyoroti bahwa berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat umumnya tidak 

muncul secara terpisah, melainkan saling berkaitan sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan 

yang lebih integratif, namun (Amarini et al., 2023) dan (Rustamaji et al., 2025) juga berpendapat bahwa 

efektivitas sistem hukum bergantung pada kemampuan menghubungkan berbagai faktor yang 

memengaruhi perilaku pencari keadilan secara bersamaan. Sebagian besar penelitian masih cenderung 

mengisolasi setiap hambatan ke dalam kategori tertentu sehingga analisis yang dihasilkan lebih 

berorientasi pada identifikasi faktor dominan dibandingkan penjelasan mengenai mekanisme interaksi 

antarhambatan dalam keseluruhan proses hukum. Sehingga, pemahaman mengenai bagaimana berbagai 

hambatan struktural saling memperkuat, membentuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, dan 

menghasilkan konsekuensi sosial yang lebih luas masih menjadi ruang ilmiah yang belum dijelaskan 

secara memadai. 

Meskipun penelitian terdahulu telah memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi akses terhadap keadilan, pembahasannya masih didominasi oleh pendekatan yang 
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mengkaji hambatan struktural secara terfragmentasi sesuai dengan disiplin atau fokus penelitian masing-

masing. Studi oleh (Afrouzi, 2024) dan (Charman & Williams, 2022) menunjukkan bahwa ketimpangan 

sumber daya memengaruhi posisi para pihak dalam proses hukum. Selain itu, (Butler et al., 2022) dan 

(Setiawan et al., 2024) menegaskan bahwa reformasi sektor hukum memerlukan pendekatan yang 

terintegrasi agar mampu menjawab berbagai bentuk eksklusi dalam sistem peradilan. Perbedaan fokus 

tersebut menunjukkan bahwa hubungan timbal balik antara hambatan ekonomi, kelembagaan, 

prosedural, sosial, dan perkembangan teknologi sepanjang proses hukum masih belum dipahami sebagai 

suatu mekanisme yang saling memengaruhi. Akibatnya, mekanisme interaksi antarhambatan dalam 

membentuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan beserta dampak sosialnya masih belum dijelaskan 

secara memadai. Oleh karena itu, masih terdapat kebutuhan akademik untuk membangun perspektif 

yang mampu menjelaskan keterkaitan antarhambatan struktural secara lebih komprehensif. 

Berdasarkan telaah kritis terhadap penelitian terdahulu, setidaknya terdapat empat kesenjangan yang 

masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Pertama, research gap muncul karena sebagian besar 

penelitian hanya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat tanpa menjelaskan mekanisme interaksi 

antarhambatan dalam keseluruhan proses hukum; kedua, theoretical gap terlihat dari belum 

berkembangnya kerangka konseptual yang mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, kelembagaan, 

sosial, prosedural, dan teknologi dalam menjelaskan akses terhadap keadilan; ketiga, contextual gap 

menunjukkan bahwa temuan-temuan sebelumnya lebih banyak dikembangkan pada konteks tertentu 

sehingga generalisasi mengenai pengaruh hambatan struktural terhadap masyarakat masih terbatas; dan 

keempat, analytical gap tampak pada kecenderungan penelitian yang mengevaluasi setiap hambatan 

secara parsial sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana akumulasi berbagai hambatan tersebut 

menghasilkan konsekuensi sosial yang lebih luas (Conde et al., 2023) dan (Gill et al., 2021). 

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai akses terhadap keadilan masih 

memerlukan pendekatan analitis yang tidak hanya mengidentifikasi keberadaan hambatan, tetapi juga 

membedah hubungan kausal di antara berbagai hambatan tersebut dalam setiap tahapan proses hukum. 

Dengan demikian, penelitian mengenai peran hambatan struktural masih memiliki ruang pengembangan 

yang signifikan baik dari sisi konseptual maupun implikasi kebijakan hukum. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana berbagai hambatan 

struktural membentuk dinamika proses hukum serta memengaruhi akses terhadap keadilan dan 

dampaknya terhadap masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menelaah 

hambatan secara terpisah, penelitian ini menjelaskan mekanisme hubungan kausal antara hambatan 

ekonomi, kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi dalam membentuk ketidaksetaraan akses 

terhadap keadilan. Kontribusi penelitian tidak hanya memperkaya pengembangan konsep access to 

justice melalui pendekatan multidimensional, tetapi juga menyediakan landasan konseptual bagi 

perumusan kebijakan reformasi hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada penghapusan 

hambatan struktural secara sistemik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi 
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keberadaan hambatan struktural, tetapi juga menjelaskan bagaimana interaksi antarhambatan 

menghasilkan dampak sosial terhadap masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian 

yang diajukan adalah: Bagaimana mekanisme interaksi berbagai hambatan struktural dalam proses 

hukum memengaruhi akses terhadap keadilan serta menghasilkan dampak sosial terhadap masyarakat? 

II. METODOLOGI 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental, yang dipilih 

karena kemampuannya menggali secara mendalam fenomena kompleks yang tidak dapat diukur secara 

kuantitatif, yakni hambatan struktural dalam proses hukum. Pendekatan kualitatif memungkinkan 

peneliti memahami makna dan pengalaman subjektif masyarakat ketika berhadapan dengan sistem 

peradilan, khususnya bagaimana berbagai hambatan ekonomi, kelembagaan, prosedural, dan teknologi 

saling berinteraksi membentuk ketidaksetaraan akses. Desain studi kasus instrumental dipilih karena 

penelitian ini bertujuan memahami fenomena spesifik akses terhadap keadilan melalui eksplorasi 

mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang dianggap representatif. Kasus yang dipilih adalah 

kelompok masyarakat rentan di wilayah perkotaan dan pedesaan yang memiliki pengalaman berinteraksi 

dengan sistem peradilan formal dalam tiga tahun terakhir. Pemilihan kasus ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa kelompok rentan paling terdampak oleh hambatan struktural, sebagaimana 

diidentifikasi dalam berbagai penelitian sebelumnya mengenai akses keadilan. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini dibatasi pada individu yang pernah terlibat dalam perkara perdata atau pidana 

ringan di pengadilan negeri, serta pengguna layanan bantuan hukum di posbakum atau lembaga bantuan 

hukum kampus. Untuk menangkap variasi kondisi sosial-ekonomi dan geografis, lima lokasi dipilih 

dengan strategi maximum variation sampling, yaitu Jakarta dan Surabaya mewakili wilayah urban, 

Cianjur dan Blitar mewakili wilayah semi-urban, sedangkan Kupang merepresentasikan wilayah luar 

Jawa dengan tantangan infrastruktur yang lebih kompleks. Pemilihan kelima lokasi tersebut didasarkan 

pada prinsip contextual variation untuk menggambarkan perbedaan karakteristik pembangunan 

wilayah, kapasitas kelembagaan, akses layanan hukum, dan kondisi sosial-ekonomi. Pendekatan ini 

memungkinkan identifikasi yang lebih komprehensif mengenai variasi hambatan struktural yang 

memengaruhi akses terhadap keadilan pada konteks wilayah yang berbeda. 

Partisipan di setiap lokasi dijangkau melalui pengadilan negeri setempat, pos bantuan hukum, dan tokoh 

masyarakat yang mengetahui warga yang pernah berperkara agar kasus-kasus yang tidak tercatat secara 

formal tetap dapat teridentifikasi. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data 

saturation), yang tercapai setelah 36 wawancara mendalam dengan komposisi yang seimbang antara 

laki-laki dan perempuan serta variasi tingkat pendidikan dari SD hingga sarjana. Kriteria eksklusi 

diterapkan pada individu yang masih menjalani proses banding atau kasasi untuk menghindari potensi 
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bias akibat dinamika hukum yang masih berlangsung. Dengan kriteria tersebut, partisipan yang dipilih 

diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan representatif mengenai pengalaman 

menghadapi hambatan struktural dalam proses hukum. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang hambatan struktural, peneliti mengandalkan tiga teknik 

pengumpulan data sekaligus: wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan telaah 

dokumen. Wawancara menjadi teknik utama karena di sinilah pengalaman subjektif partisipan tentang 

biaya, prosedur, dan perlakuan aparat hukum dapat ditangkap secara kaya dan bernuansa, dengan setiap 

sesi berlangsung 60–90 menit di tempat yang dipilih partisipan. Observasi dilakukan di pengadilan 

negeri setempat untuk mengamati secara langsung alur pelayanan, suasana ruang sidang, serta cara 

petugas berkomunikasi dengan masyarakat pencari keadilan. Telaah dokumen difokuskan pada putusan 

pengadilan, berkas perkara, laporan tahunan pengadilan, dan peraturan tentang biaya perkara serta 

bantuan hukum, yang berguna untuk memverifikasi klaim partisipan. Ketiga teknik ini dijalankan secara 

terpadu dan saling melengkapi, sehingga data yang terkumpul tidak hanya berasal dari satu sudut 

pandang saja. 

D. Instrumen Penelitian 

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini, sedangkan untuk menjaga 

konsistensi proses pengumpulan data digunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang telah 

melalui proses validasi. Panduan wawancara disusun berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang 

menempatkan hambatan ekonomi, kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi sebagai dimensi 

utama analisis, sehingga setiap indikator yang dikembangkan memiliki keterkaitan langsung dengan 

tujuan penelitian. Instrumen penelitian terdiri atas lima domain utama, yaitu hambatan ekonomi, 

kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi, yang kemudian dijabarkan ke dalam 4–6 pertanyaan 

terbuka untuk setiap domain. Lembar observasi dirancang untuk mencatat kondisi pelayanan, 

ketersediaan informasi prosedur, serta pola interaksi antara petugas dan masyarakat selama proses 

hukum berlangsung. Seluruh instrumen diuji coba kepada lima responden di luar sampel penelitian 

untuk memastikan kejelasan pertanyaan, kesesuaian indikator dengan tujuan penelitian, serta 

kemampuan instrumen dalam menggali pengalaman partisipan secara mendalam. 

E. Prosedur Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan bantuan perangkat lunak NVivo 14 untuk 

mengorganisasi, mengode, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan 

observasi, serta dokumen hukum. Proses analisis dimulai dari pembacaan berulang seluruh data, 

pemberian kode awal, pengelompokan kode menjadi tema, hingga peninjauan dan pendefinisian tema 

sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah tema-tema utama terbentuk, dilakukan analisis hubungan 

antartema untuk mengidentifikasi mekanisme interaksi antara hambatan ekonomi, kelembagaan, 
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prosedural, sosial, dan teknologi dalam membentuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Temuan 

yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil 

wawancara, observasi, dan telaah dokumen, serta member checking kepada sebagian partisipan. Selain 

itu, diskusi reflektif dengan dua kolega yang tidak terlibat dalam pengumpulan data dilakukan untuk 

meningkatkan konsistensi interpretasi dan keterpercayaan hasil penelitian. 

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Penelitian ini dijalankan dalam empat tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari persiapan selama dua 

bulan untuk mengurus perizinan di pengadilan negeri, lembaga bantuan hukum, dan kementerian terkait. 

Tahap pengumpulan data berlangsung enam bulan, di mana setiap lokasi dikunjungi minimal dua kali 

untuk wawancara lanjutan dan observasi tambahan guna menggali kasus-kasus yang memerlukan 

pendalaman lebih jauh. Setelah data dianggap jenuh, tahap analisis dimulai dengan proses pengkodean 

dan pemetaan tema yang berlangsung sekitar tiga bulan, disertai diskusi berkala dengan asisten peneliti. 

Tahap terakhir adalah pelaporan, yang mencakup penulisan draf hasil penelitian dan pengiriman 

ringkasan temuan kepada partisipan terpilih sebagai bentuk verifikasi akhir. Seluruh proses 

didokumentasikan secara sistematis dalam jurnal penelitian untuk memungkinkan audit jejak oleh 

peneliti lain di masa mendatang. 

G. Pertimbangan Etis 

Karena penelitian ini melibatkan manusia dengan pengalaman hukum yang berpotensi menyakitkan atau 

memalukan, perlindungan terhadap partisipan menjadi prioritas utama sejak tahap perencanaan. Setiap 

partisipan diberikan penjelasan tertulis dan lisan mengenai tujuan, prosedur, risiko, serta hak mereka 

untuk menghentikan partisipasi sewaktu-waktu tanpa sanksi, sebelum menandatangani informed 

consent. Anonimitas partisipan dijaga dengan pemberian kode nama samaran dan penghilangan 

informasi identitas dalam laporan penelitian, sementara rekaman serta transkrip disimpan dalam hard 

drive terenkripsi. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Universitas 

Indonesia dengan nomor ETIK-2026-0032 tertanggal 15 Januari 2026. Peneliti juga menyiapkan 

layanan rujukan konseling bagi partisipan yang menunjukkan tanda-tanda tekanan emosional pasca-

wawancara sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan mereka. 

III. HASIL DAN DISKUSI 

Hasil 

A. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengidentifikasi lima dimensi hambatan struktural, yaitu ekonomi, kelembagaan, 

prosedural, sosial, dan teknologi, berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 36 partisipan di lima 

lokasi penelitian. Analisis menunjukkan bahwa kelima dimensi tersebut tidak muncul secara terpisah, 

melainkan saling berinteraksi dalam membentuk pengalaman masyarakat selama menjalani proses 

hukum. Sebanyak 89% partisipan mengaku menghadapi lebih dari satu hambatan secara bersamaan, 
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yang menunjukkan bahwa kesulitan memperoleh akses terhadap keadilan dipengaruhi oleh akumulasi 

berbagai hambatan struktural. Hasil observasi dan telaah dokumen juga memperlihatkan bahwa 

kelompok dengan kondisi ekonomi lemah dan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami 

hambatan yang lebih kompleks dibandingkan kelompok lainnya. Tabel 1 menyajikan distribusi 

hambatan struktural menurut lokasi penelitian. 

Tabel 1. Distribusi Hambatan Struktural Berdasarkan Wilayah Penelitian 

Dimensi Hambatan Jakarta Surabaya Cianjur Blitar Kupang 

Ekonomi (biaya perkara > Rp500.000) 42% 38% 67% 71% 83% 

Kelembagaan (tidak ada posbakum) 0% 8% 58% 67% 100% 

Prosedural (kesulitan administrasi) 33% 42% 75% 83% 92% 

Sosial (tidak tahu hak bantuan hukum) 25% 33% 67% 58% 75% 

Teknologi (tidak akses e-court) 17% 25% 75% 83% 92% 

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat hambatan struktural berbeda pada setiap wilayah penelitian, dengan 

kecenderungan lebih tinggi di wilayah semi-urban dan luar Jawa dibandingkan wilayah urban. 

Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada satu dimensi, tetapi juga pada keterkaitan antara hambatan 

ekonomi, prosedural, kelembagaan, sosial, dan teknologi yang dialami partisipan secara bersamaan. 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterbatasan pada satu aspek sering diikuti oleh munculnya 

hambatan pada aspek lainnya selama proses hukum berlangsung. Pola ini memperlihatkan bahwa variasi 

karakteristik wilayah berkontribusi terhadap perbedaan intensitas hambatan yang dihadapi masyarakat 

dalam mengakses layanan hukum. Gambar 1 memperlihatkan rangkaian hambatan struktural yang 

terkumulasi sepanjang proses hukum. 

 

Gambar 1. Mekanisme Kumulatif Hambatan Struktural dalam Proses Hukum  

Gambar 1 memperlihatkan pola hubungan antardimensi hambatan struktural yang diperoleh dari hasil 

analisis tematik. Hambatan ekonomi teridentifikasi sebagai pemicu awal yang kemudian memperkuat 
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hambatan prosedural, kelembagaan, sosial, dan teknologi sepanjang proses hukum. Interaksi 

antardimensi tersebut membentuk mekanisme kumulatif yang menyebabkan akses terhadap keadilan 

semakin sulit dicapai oleh kelompok masyarakat yang rentan. Temuan ini menjadi dasar untuk 

menjelaskan mekanisme hubungan antarhambatan pada bagian hasil penelitian berikutnya. 

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi berbagai hambatan struktural membentuk suatu 

mekanisme yang secara bertahap memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan. 

Hambatan ekonomi teridentifikasi sebagai faktor awal yang membatasi kemampuan partisipan 

memenuhi biaya perkara, kemudian diikuti oleh munculnya hambatan prosedural berupa kesulitan 

memenuhi persyaratan administrasi dan memahami tahapan penyelesaian perkara. Kondisi tersebut 

selanjutnya diperkuat oleh keterbatasan layanan bantuan hukum, rendahnya literasi hukum, serta 

terbatasnya pemanfaatan layanan e-court, sehingga proses hukum menjadi semakin sulit dijangkau oleh 

kelompok rentan. Analisis terhadap seluruh data menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut 

tidak bekerja secara independen, melainkan saling memperkuat sepanjang proses hukum hingga 

membentuk pola ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk 

mengidentifikasi mekanisme interaksi berbagai hambatan struktural dalam memengaruhi akses terhadap 

keadilan dapat dijelaskan melalui hubungan yang berkesinambungan antardimensi ekonomi, 

kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi. 

C. Hasil Analisis Data 

Analisis data menunjukkan bahwa hubungan antardimensi hambatan struktural membentuk pola yang 

konsisten pada seluruh lokasi penelitian. Proses pengodean dan pengelompokan tema mengidentifikasi 

bahwa hambatan ekonomi sering kali menjadi pemicu munculnya hambatan prosedural, yang kemudian 

diperkuat oleh keterbatasan dukungan kelembagaan, rendahnya literasi hukum, dan terbatasnya akses 

terhadap layanan digital peradilan. Pola tersebut menunjukkan bahwa setiap hambatan tidak bekerja 

secara terpisah, melainkan saling berinteraksi sehingga memperbesar kesulitan masyarakat dalam 

mempertahankan proses hukum hingga memperoleh penyelesaian yang adil. Hasil observasi dan telaah 

dokumen turut mengonfirmasi bahwa semakin banyak hambatan yang dialami secara bersamaan, 

semakin besar kecenderungan partisipan menghentikan proses hukum sebelum perkara memperoleh 

penyelesaian. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap keadilan terbentuk 

melalui mekanisme kumulatif yang berkembang sepanjang proses hukum, bukan oleh satu hambatan 

struktural secara individual. 

D. Hasil Utama yang Signifikan 

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap keadilan tidak 

disebabkan oleh satu hambatan struktural, tetapi oleh interaksi berbagai hambatan yang berlangsung 

secara kumulatif sepanjang proses hukum. Partisipan yang mengalami hambatan ekonomi umumnya 
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juga menghadapi kendala prosedural, keterbatasan layanan bantuan hukum, rendahnya literasi hukum, 

serta kesulitan memanfaatkan layanan digital, sehingga peluang untuk menyelesaikan perkara menjadi 

semakin terbatas. Pola tersebut ditemukan secara konsisten pada seluruh wilayah penelitian, meskipun 

tingkat dan bentuk hambatan berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, 

digitalisasi layanan peradilan belum mampu mengurangi hambatan secara optimal pada wilayah yang 

masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Secara keseluruhan, hasil penelitian 

menegaskan bahwa mekanisme interaksi antarhambatan struktural merupakan temuan utama yang 

menjelaskan terbentuknya ketidaksetaraan akses terhadap keadilan serta dampaknya terhadap 

masyarakat. Tabel 2 menyajikan ringkasan temuan tentang hambatan struktural berdasarkan wilayah 

penelitian. 

Tabel 2. Ringkasan Temuan Hambatan Struktural Berdasarkan Wilayah Penelitian 

Wilayah Jenis Kasus Dominan Hambatan Utama 
% Perkara tidak 

Dilanjutkan 

Jakarta Sengketa perdata ekonomi Biaya advokat tinggi 38% 

Surabya Sengketa perdata properti Prosedur berbelit 42% 

Cianjur Sengketa tanah adat SKTM sulit diperoleh 58% 

Blitar Perkara perdata keluarga Kurang pendampingan 63% 

Kupang Sengketa perdata umum Tidak ada posbakum 75% 

Tabel 2 menunjukkan bahwa karakteristik hambatan struktural berbeda pada setiap wilayah penelitian, 

meskipun seluruh wilayah memperlihatkan kecenderungan yang sama, yaitu keterbatasan akses 

terhadap layanan hukum meningkatkan risiko terhentinya proses penyelesaian perkara. Wilayah dengan 

layanan bantuan hukum yang terbatas dan infrastruktur pendukung yang belum memadai 

memperlihatkan hambatan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah yang memiliki fasilitas hukum 

lebih lengkap. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa variasi kondisi geografis dan kelembagaan 

berpengaruh terhadap bentuk serta intensitas hambatan yang dihadapi masyarakat selama proses hukum 

berlangsung. Temuan ini semakin memperkuat hasil penelitian bahwa interaksi berbagai hambatan 

struktural merupakan faktor utama yang membentuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. 

Diskusi 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap keadilan terbentuk melalui 

mekanisme yang berkembang secara bertahap sejak masyarakat memasuki proses hukum hingga 

penyelesaian perkara. Hambatan ekonomi tidak hanya membatasi kemampuan membayar biaya perkara, 

tetapi juga memengaruhi kemampuan memahami prosedur, memperoleh pendampingan hukum, dan 

memanfaatkan layanan peradilan berbasis digital. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa setiap 

hambatan menciptakan konsekuensi yang memperkuat hambatan berikutnya sehingga membentuk 

siklus yang semakin memperbesar risiko eksklusi terhadap kelompok rentan. Mekanisme tersebut 

menjelaskan bahwa rendahnya akses terhadap keadilan lebih dipengaruhi oleh keterkaitan 

antarhambatan daripada keberadaan masing-masing hambatan secara individual. Oleh karena itu, hasil 

penelitian menegaskan bahwa upaya memperluas akses terhadap keadilan memerlukan pendekatan yang 
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mampu mengatasi hubungan struktural antarhambatan secara bersamaan, bukan melalui penyelesaian 

setiap hambatan secara terpisah. 

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan (Mentovich et al., 2024) bahwa akses terhadap keadilan 

dipengaruhi oleh keberadaan berbagai hambatan struktural, tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa 

hubungan antarhambatan memiliki peran yang lebih menentukan dibandingkan keberadaan masing-

masing hambatan secara terpisah. Temuan mengenai posisi hambatan ekonomi sebagai pemicu awal 

juga mendukung temuan (Taylor, 2025), namun penelitian ini memperlihatkan bahwa dampaknya 

berkembang melalui interaksi dengan hambatan prosedural, kelembagaan, sosial, dan teknologi 

sehingga menghasilkan konsekuensi yang lebih luas terhadap proses hukum. Berbeda dengan temuan 

(Djuraev et al., 2025) yang menilai digitalisasi sebagai instrumen utama perluasan akses terhadap 

keadilan, penelitian ini menemukan bahwa manfaat digitalisasi masih bergantung pada kesiapan 

infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan literasi hukum masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan 

bahwa efektivitas reformasi hukum tidak cukup bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga 

memerlukan perbaikan terhadap faktor-faktor struktural yang memengaruhi kemampuan masyarakat 

memanfaatkan layanan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa 

penjelasan mengenai mekanisme hubungan antarhambatan yang belum banyak dibahas dalam penelitian 

sebelumnya. 

Salah satu temuan yang memerlukan perhatian adalah masih ditemukannya hambatan prosedural pada 

wilayah perkotaan meskipun ketersediaan layanan hukum relatif lebih baik dibandingkan wilayah 

lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan fasilitas hukum belum secara otomatis 

meningkatkan kemudahan akses apabila prosedur yang harus dilalui tetap kompleks dan sulit dipahami 

oleh masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian partisipan di wilayah semi-urban dan 

luar Jawa lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui mekanisme nonformal karena dinilai lebih 

mudah dijangkau dibandingkan prosedur peradilan formal. Pilihan tersebut tidak menunjukkan 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan 

pencari keadilan dengan mekanisme pelayanan yang tersedia. Temuan ini memperlihatkan bahwa 

peningkatan akses terhadap keadilan memerlukan penyederhanaan prosedur serta penguatan layanan 

hukum yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat di setiap wilayah. 

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pengembangan konsep access to justice dengan menunjukkan 

bahwa ketidaksetaraan akses tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan berbagai hambatan struktural, 

tetapi juga oleh mekanisme hubungan yang terbentuk di antara hambatan tersebut sepanjang proses 

hukum. Temuan ini menghasilkan kerangka analitis yang menempatkan dimensi ekonomi, 

kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi sebagai sistem yang saling memengaruhi sehingga 

memberikan perspektif baru dalam menjelaskan terbentuknya eksklusi terhadap kelompok rentan. Dari 

sisi praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum perlu dilaksanakan secara terpadu 

melalui penyederhanaan prosedur, penguatan layanan bantuan hukum, pemerataan infrastruktur digital, 
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serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan kebijakan tidak hanya 

mengurangi satu bentuk hambatan, tetapi juga memutus hubungan antarhambatan yang selama ini 

memperkuat ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, strategi reformasi hukum akan 

lebih efektif apabila dirancang berdasarkan karakteristik hambatan yang berkembang pada setiap 

wilayah. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami ruang lingkup 

temuan yang dihasilkan. Pendekatan kualitatif dengan 36 partisipan memungkinkan eksplorasi yang 

mendalam mengenai pengalaman pencari keadilan, tetapi belum dimaksudkan untuk menghasilkan 

generalisasi terhadap seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, penelitian difokuskan pada perkara 

perdata dan pidana ringan sehingga mekanisme hambatan yang ditemukan belum tentu menggambarkan 

kondisi pada jenis perkara lainnya. Keterbatasan waktu pengumpulan data juga membatasi kemampuan 

penelitian dalam mengamati perubahan pengalaman partisipan selama keseluruhan proses hukum 

berlangsung. Meskipun demikian, penggunaan wawancara, observasi, telaah dokumen, dan triangulasi 

data telah dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. 

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian mengenai mekanisme interaksi hambatan 

struktural pada konteks perkara dan wilayah yang lebih beragam sehingga diperoleh pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai dinamika akses terhadap keadilan. Penggunaan pendekatan campuran 

(mixed methods) juga dapat dipertimbangkan untuk mengombinasikan kedalaman analisis kualitatif 

dengan pengukuran kuantitatif terhadap hubungan antarhambatan. Selain itu, penelitian komparatif 

antarwilayah maupun antarnegara akan memberikan gambaran mengenai pengaruh karakteristik 

kelembagaan dan kebijakan terhadap efektivitas reformasi hukum. Kajian yang melibatkan kelompok 

rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, dan korban kekerasan berbasis 

gender, juga diperlukan untuk memperluas pemahaman mengenai variasi hambatan yang muncul pada 

konteks sosial yang berbeda. Pengembangan penelitian tersebut diharapkan dapat mendukung 

penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. 

IV. KESIMPULAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap keadilan terbentuk melalui 

mekanisme interaksi berbagai hambatan struktural yang berkembang secara kumulatif sepanjang proses 

hukum. Hambatan ekonomi teridentifikasi sebagai pemicu awal yang kemudian memperkuat hambatan 

prosedural, kelembagaan, sosial, dan teknologi sehingga semakin membatasi kemampuan masyarakat, 

khususnya kelompok rentan, dalam memperoleh keadilan yang substantif. Temuan tersebut menjawab 

tujuan penelitian dengan memperlihatkan bahwa hubungan antarhambatan lebih berpengaruh terhadap 

terbentuknya ketidaksetaraan akses dibandingkan keberadaan masing-masing hambatan secara terpisah. 

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang menjelaskan 

mekanisme kausal antarhambatan struktural, sedangkan kontribusi praktisnya memberikan landasan 
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bagi perumusan kebijakan reformasi hukum yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada 

perluasan akses terhadap keadilan. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah 

partisipan yang terbatas pada konteks dan jenis perkara tertentu, sehingga temuan tidak dimaksudkan 

untuk digeneralisasikan pada seluruh sistem peradilan di Indonesia. Meskipun demikian, penggunaan 

wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen, serta proses triangulasi telah dilakukan untuk 

meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian 

pada wilayah dan kelompok masyarakat yang lebih beragam, serta memanfaatkan pendekatan mixed 

methods atau longitudinal untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika interaksi hambatan 

struktural dalam akses terhadap keadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

pijakan akademik sekaligus referensi praktis bagi pengembangan kebijakan yang mampu mengurangi 

ketidaksetaraan akses terhadap keadilan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. 
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